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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGGUNAAN (PINJAM
PAKAI) BARANG MILIK NEGARA (BMN) INVENTARIS PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO.

ABSTRAK : - Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi yang
transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo maka di pandang perlu untuk
menetapkan Standard Operasional Prosedur Permohonan Penggunaan
(Pinjam Pakai) Barang Milik Negara (BMN) Inventaris sehingga dalam
pelaksanaannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah



CATATAN

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 588); Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 791); Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah
Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 812);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 376); Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem
SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307).
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-
Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. .

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini
diatur tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Penggunaan
(Pinjam Pakai) Barang Milik Negara Inventaris pada Lingkup KPU Kabupaten
Nagekeo.

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 4 Desember 2025. Lampiran 11 Halaman.



